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BUPATI MALUKU BARAT DAYA 
PROVINSI MALUKU 

PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA 
NOMOR 2O TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA NOMOR 14 
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN 

FUNGSI SERTA TATA KERJA 
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MALUKU BARAT DAYA, 

• 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya telah 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati Maluku Barat Daya 
Nomor 14 Tahun 2016; 

b. bahwa sesuai dcngan Peraturan Mentcri Dalam Negeri 
Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2016 Tentang 
Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota, perlu 
adanya sinkronisasi, konsultasi dan koordinasi antara 

pemerintah Kabupaten/Kota, Propinsi Dan Pusat; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati Maluku Barat Daya tentang Perubahan atas 
Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 14 Tahun 
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah. 

I. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 



 

2. Undang-Undang N omor 31 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Dava di Provinsi 

Maluku, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 4877); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 
2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2014 Tentang Majclis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah, 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4659); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4029); 



 

' 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lcmbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indoncsia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

8. 

Pembinaan dan Pengawasan Penyclenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 
201 O Ten tang Pedoman Penyusunan Pera tu ran Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan 

Pcrwakilan Rakyat Dacrah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5104); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pcmbentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

119); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

104 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan 

Kabupaten/Kota (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 1910); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 9 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya 

(Lembaran Dacrah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 

2016 Nomor 9). 



 r 
Mcnetapkan PERATURAN BUPATL MALUKU BARAT DAYA TENTANG 

MEMUTUSKAN: 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA 

NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA. 

Pasal l 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 14 Tahun 

2016 tentang Kcdudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan F'ungsi Scrta Tata Kerja 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, 

(Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2016 Nomor 14) diubah 

schingga berbunyi sebagai berikut : 

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi scbagai berikut : 

Pasal 3 

{l) Berdasarkan Peraturan Daerah Maluku Baral Daya Nomor 9 Tahun 2016 

ten tang Pembcntukan dan Susunan Perangkat Dacrah Kabupaten Maluku Barat 

Daya maka Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari : 

a. Sekretaris DPRD; 

b. Bagian Umum dan Keuangan, membawahkan : 
1) Sub Bagian Program dan Keuangan; 

2) Sub Bagian Umum. 

c. Bagian Persidangan dan Perundang - Undangan, membawahkan : 
I) Sub Bagian Kajian Perundang - Undangan; 
2) Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Publikasi. 

d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, membawahkan : 
1) Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran; 
2) Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan. 

e. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tersebut dalan 
Lampiran I merupakan bagian yang tidak tcrpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku Ida ta ] di id. paa tanggal liundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. 

Ditetapkan di Tat 
Pada tanggal, cr 2018 

BUPATI MAL U B RAT DAYA 

BARN S N. ORNO 

0 
Diundangkan di Tiakur 

Pada tanggal, s con6er 2018 

SEKRETARIS DAE BUPATEN MALUKU BARAT DAYA, 

RITA DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2018 NOMOR 
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